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BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU |

NOMOR 25 TAHUN 2016
’I‘ENTANG

e ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
: BUPATI KAPUAS HULU,-

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 -
tentang Pemerintahan Daerah Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran

~ Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk "
o memperoleh persetujuan bersama, '

.~ bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang d1a_|ukan' R
sebagaunana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwu_}uda.n dari Rencana Kerja Pemerintah- .-

Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon'
anggaran yang telah dlsepakatl bersama antara ‘pemerintah daerah dengan DPRD;

bahwa berdasarkan pemmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran



: Mengingat ~ :

Undang—Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 :

. =Tahun-1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 1953 Nomor 9} sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
o _’I‘ahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); ~ ° -

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lernbaran Negara .

.- Republik Indonesia ’I‘ahun 1985 Nomor 68; ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -
©.°3312). sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas
- Undang-Undang | Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak -Bumi Bangunan (Iﬁmbaran Negara Repubhk" R
. Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3569); - o

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
. {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

= Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
- Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan .(Lembaran Negara Republlk Indonesia - Tahun 2000 :
- Nomor 130, ’I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3988); :

" Undan g—Undang ‘Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk

Indonesja Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk

. '::'Indonema Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355]

.__"-""Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

.. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasmnal
" {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
-+ Republik Indonesia Nomor 4421); : a

.~ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemermtah Pusat S
" dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik’ IndoneSIa Tahun 2004 Nomor 126,

: Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4438), B e -



Undang-Undang Nomor 28 ’I‘ahun 2009 tentang Pa_]ak Daerah dan Retnbum Daerah (Lembaran
.- . Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
. Indonesia Nomor 5049); -

‘Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan"
' Pimpinan. dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4416} sebagaimana
‘telah diubah. beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang

' Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
‘dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara ~

12,

-.14.

Republik Indone31a Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor
4712); - - '

Peraturan Pemermtah Nomor 23’ Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
=-(Lembaran Negara' . Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 4502). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 trntang
'Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia

Nomor 4575); _ : : _
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasn Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576) 'sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran, Negara Republik Indones1a Tahun 2005 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indone51a Nomor 4578);



18,

Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembmaan da.n Pengawasan _
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2005 Nomor._'

. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); _
_':'jPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kmeija Instan31 -
‘Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran
T Negara Repubhk Indones1a Nomor 4614), e
T
... . Negara ‘Republik  Indonesia : Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010° tentang Standar Akuntans1 Pemenntahan (Lembaran.

Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah = Nomor 30 Tahun 2011 tentang ijaman ‘Daerah [Lernbaran Negara
Repubhk Indonema Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor'

. 5219)
19,
- Republik I_ndones:a Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara. Repubhk Indonesna Nomor.- S

Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hlbah Daerah (Lembaran Negara

. 5272);

o200

21,

Peraturan Pemenntah Nornor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang M111k Negara/ Daerah'

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533); -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri -

. Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam Negerl Nornor 13 -'

S ‘Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

220

. Pendapatan dan Bélanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

o128,

24,

.. . Pengelolaan Keuangan Daerah;

S 25, )

‘. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.tentang Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ' .- - *

-+ “Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan. Bupat1 Kapuas Hulu tentang Penjabaran Anggaran. :
L Pendapatan dan Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2017 L _

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.t_entang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pennendagrl Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mlhk Daerah _ :
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun - 2{}09 tentang Pokok-—Pokok

Keputusan Gubernur Kallmantan ‘Barat Nomor 913 / BPKAD/2016 tentang Evaluam Rancangan '



26 Keputusan Dewan Perwakllan rakyat Daeah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang' -

. Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah ‘menjadi Peraturan Daerah: Kabupaten Kapuas

- Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan .

y peraturan Bupati men3ad1 Peraturan Bupatl Kapuas Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan: R

dan Belan_]a Daerah 'I‘ahun Anggaran 2017 berdasarkan Hasﬂ Evaluam Gubemut Kahmantan Barat

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN : _ R
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
. : . L . _ Pasal L . S _

. =Anggaran Pendapatan dan Belan}a Daerah Tahun Anggara.n 2017 berjumlah Rp. 1.644. 177 580 000 00 dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah _' S -' 3_' o - 'Rp 1.619. 177 580.000, 00
2." ' Belanja Daerah e ' o : . Rp.1.615.883.799.750.27() ' S
L ' Suplus/(Defis1t) B | Rp. '3_.293.780.249,73)-
L3 -_'.-:Pemblayaan Daerah B o
a. Penerimaan: T e T e Rp 25 000.000.000, 00
b Pengeluaran .. _' e _-___Rp. 28.293. 780 249,73 (-) S e
SansT 7 0 Pembidyaan Netto R Rp. 3.203, 780. 249 73()

Sisa Lebih Pemblayaan Anggamn tahun Berkenaan Rp. 10,00



(1).

v ST Pasal 2 o
Pendapatan Daerah sebagalmana d1maksud dalam Pasal 1 terdlrl darl o w0
a.. Pendapatan Asli Daerah sejumlah RIS el '_ .-'_Rp_. 45 900 920 000, 00
b. Dana Perimbangan sejumlah ~ Rp.1.334.870.682.000,00

'c Lain - Lam pendapatan daerah yang sah sejumlah ) '_ Rp. 238._405.9'_78.000,00

Pendapatan Ash Daerah sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a terd1r1 darl _]ems pendapatan
‘a. Pajak daerah seJumlah B . . Rp. 15:820.000.000,00

b. Retrlbu81 daerah sejumlah B o Co 'Rp. 2. 830 000 000,00 |

K2 Hasﬂ pengelolaan kekayaan daerah yang d1plsahkan sejumlah Rp. 10, 500 000 000,00

d. Lam lam pendapatan ash daera.h yang sah se_}umlah . _. Rp. 16 750 920 000 00 -

. Dana Perlmbangan sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dan Jenis pendapatan
A Dana bagi hasil se_]umlah o - Rp. 40.717.489.000,00 ' B
- b Dana alokasi umum sejumlah o B T Rp. 984.40'3_.951.00(.),00 .
- ¢ Dana alqka51 khusuS__SEJum_l_ah o o . '_Rp. 309749272000,00 L ;

Lam la_m pendapatan daerah yang sah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf c terdm dan Jems pendapatan SR

a. Hlbah sejumlah e i RS Rp._ o 0,00
b Dana darurat seJumIah N | e o " Rp. . 000

.c. DanaBaglHas_llPaJal_{sejunjllah".:. e © " Rp. 20.000.000.000,00



d. Dana Penyesualan dan Otonorm Khusus se_;umlah . ] o Rp 2.15;105;’978__00:0,00_ |
e Bantuan keuangan dan provmm atau dan pemenntah B L

daerah lamnya sejumlah R Rp . 0,00

_ _ : : _ o | _ Pasal 3 o
_(:,”'. Belan_]a Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 terd1r1 darl L S
o BelanJa tldak 1angsung sejumlah L i Rp 883600945035,27 "
e. Belama langsung sejumlah o L Rp 73228285471 5,0'052 o

| (2); Belanja tldak langsung sebaga_tmana dlmaksud pada ayat(l) huruf a terd1r1 dan Jems belanja :

Belan_]apegawal se_}umlah e . 'Rp.513. 103. 283 035,27 -
Belan_la bunga sejumlah T | | Rp. 0,00

&P

_Belan_]a subsidi sejumlah S . " Rp. .. 0,00
‘Belanja hlbah sejumlah o " - . “Rp.. a1. 608 510 000, 00

. Belan_]a bantuan 3051a1 sejumlah o R ~ Rp. - 913 000 000 6o .
, Belan_]a bag1 hasil sejumlah . R i : 3:.__"1 - Rp.- 1 865 000 000, 00
:Belan_la bantuan keuangan se_lumlah.' _. - | . _' ~Rp. 323 1 11 052 000 00"_ ‘
'Belan_]a tldak terduga se_]umlah o s . Rp. _3.0_00.0()_0_..000,00 TR

rh'mg,.p

" m

.(3)_._ BelanJa langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dan Jems belanJa
| a. Belanga pegawal seJumlah S L. .. Rp. 50 048, 987 800 ,00 L



@
o a'._f Sisa Leblh Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran ,
sebelumnya (SiLPA) sejumlah - : , - Rp.

e

B o oo

c Belanja modal se_]umlah R e e ~ Rp

Pemblayaan daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 terdm dari :
~ a. Penerimaan sejumlah - , ' o Rp.

- b, Pengeluaran sejumlah P T - Rp.

b.. Belanja barangdangasa sejumlah L . 'Rp. 320;580.'5'61'."._76'}’,35?;: 

p. 361.653.305.147,65

25.000.000.000,00
28.203.780.249,73

Penenmaan sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdm dari jenis pemblayaan 5

Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
‘Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.
-Penerimaan pinjaman daerah sejumlah - Rp.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumléh PR Rp.
_ f.r.Penc:'rimaan piuténg daerah sejumlah = . - . o Rp.,‘_“

25.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.o,oo

Pengeluaran sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a terdln dan jenis pemblayaan

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah - - Rp.
b, Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah sejumlah ~ “Rp.
“e Pembayaran pokok utang sejumlah E : e | Rp.”)

d Pemberian pinjaman daerah sejum‘lah‘ ‘ o g Rp.

| 000
19.875.000.000,00 -
8.418.780.249,73

.. 000



Pasal 5

UraJan 1eb1h IanJut Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 tercantum dala_rn '
Lamplran yang merupakan baglan 1:ldak terplsahkan dan Peraturan Daerah ini, terclm dan S L ‘ :

2. Lampiran 1§
3

5, Lampiran v

it
'“pil‘_al_l Vi
‘Lampiran VIII -

Lampiran IX

. Lampiran X
. Lampiran XI -

Laiﬁpif_én XII

) Lamplran XII_I

: ngkasan APBD =T o
: ngkasan APBD menurut Urusan Pemerlntahan Daera.h dan Orgamsam, B : O
: IIR1n01an APBD menurut Urusan Pemerlntahan Daerah Orgasmsas1 Pendapatan Belanja dan -
| o | ”":'3._'-;Pemb1ayaan,. . . ” i, LT S P .. i -
Lafr_xpiran IV R Rekap1tu1as1 Belanja menurut Urusan Pemenntahan Daerah, Organlsas.l, Program dan Keglatan |
\ “ v Rekapltulam Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemenntahan Daerah
" dan F‘ungsa dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah |
_:-.'Daftar Jumlah Pagawa_t Per Golongan dan Per Jabatan,
. Daftar piutang’ daerah _
: Daftar penyertaan modal (1nvesta31) daerah _
: Daftar Perklraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
: Daftar perklraan Penambahan dan Pengurangan aset laln lam -
: Daftar Pln_]aman Daerah dan Obllga31 Daerah _ N _ _ _ _

Daftar keg1atan keglatan tahun anggaran sebelumnya yang belum d1selesalkan dan dianggarkan |
' kembah dalam tahun anggaran ini; dan £ ' . ;

: Dafta.r dana cadangan daerah



_ Paséi6

Bupat1 menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagal landasan operasmnal'_- -

pelaksanaan APBD
' L Pasal 7

Peraturan Daerah ini rnula1 berlaku pada tanggal dlundangkan .

Agar setlap orang mengetahulnya, memermtahkan pengundangan Peraturan Daerah ini. dengan penempatannya dezlami_-j G L

- 'Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu o
| : Ditetapkaﬁ di Putussibali |
| pada tang};a_l_ 29 'Desember 2018 ,.

_ BUPATI KAPUAS HULU,

‘Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 29 Desember 2016

KABUPATE

SEKRETARIS DAERAH

| UHAMMAD SUKRI

KAPUAS HULU,

o LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016‘ ‘

NOMOR 25

' NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
 PROVINSI KAEIMANTAN BARAT : (25) / (2016)
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